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ABSTRAK

Pasar Beringharjo adalah pasar tradisional tertua yang berada di
Kota Yogyakarta. Pasar tersebut mampu bertahan meskipun berada di
antara pasar-pasar modern. Model pengelolaan dan penerapan pilar
pasar membuat Pasar Beringharjo memiliki daya saing dengan pasar
modern. Terdapat tiga otoritas hukum yang terdapat dalam
pengelolaan Pasar Beringharjo, yaitu hukum negara, lokal dan
ekonomi syariah. Otoritas hukum dalam pengelolaan menunjukkan
eksistensi hukum negara, sementara otoritas hukum dalam transaksi
ekonomi menunjukan bahwa eksistensi hukum ekonomi syariah dan
lokal hidup dalam pengelolaan Pasar Beringharjo. Namun ketiga
otoritas hukum tersebut tidak saling berkontestasi melainkan menjalin
harmonisasi hukum dalam pengelolaan Pasar Beringharjo. Selain itu,
hukum tersebut juga memainkan perannya masing-masing dan
menjadi dasar hukum terlaksananya pengelolaan pasar yang harmonis
antara pemerintah dan masyarakat. Terdapat empat pertanyaan
penelitian dalam disertasi ini, antara lain: Pertama, mengapa Pasar
Beringharjo mampu bertahan dan memiliki daya saing dengan pasar
modern? Kedua, otoritas hukum apa yang berperan dalam pengelolaan
Pasar Beringharjo dan bagaimana sinergisitas Disperindag Kota
Yogyakarta dan Keraton dalam pengelolaan Pasar Beringharjo?
Ketiga, otoritas hukum apa yang berperan dalam transaksi ekonomi di
Pasar Beringharjo? dan keempat, mengapa terjadi harmonisasi antara
hukum negara, lokal dan-ekonomi syariah dalam pengelolaan Pasar
Beringharjo?

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang
dilakukan di Pasar Beringharjo. Peneliti menghimpun data dengan
cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di
beberapa titik pasar yaitu Pasar Beringharjo Barat, Tengah Timur, dan
Metro guna melihat bagaimana sistem pengelolaan pasar dan transaksi
ekonomi di Pasar Beringharjo. Sebanyak sebelas informan yang
peneliti wawancarai, di antaranya; Seksi Sarana Prasarana Pasar, Seksi
Penataan Lahan Pasar, Staf UPT Pusat Bisnis, Lurah Pasar
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Beringharjo Barat, Lurah Pasar Beringharjo Tengah dan Lurah Pasar
Beringharjo Timur, Ketua PETRA Kota Yogyakarta, dua orang ketua
paguyuban pedagang Pasar Beringharjo, dan dua orang dari Keraton.
Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga langkah, yaitu
reduksi data, penyajian data, dan validasi data. Penelitian ini
menggunakan analisa Pierre Bourdieu, khususnya tentang arena,
kapital, dan habitus; teori otoritas hukum; dan teori hukum transaksi
ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, Pasar Beringharjo
mampu bertahan karena perputaran modal dan barang, jumlah
pengunjung dan sistem transaksi dengan menerapkan model beringin
sebagai role model di tengah-tengah arus modernisasi yang
mengintegrasikan nilai-nilai agama, sosial, kearifan lokal, ekonomi,
pendidikan, pariwisata dan kemitraan dalam sistem pengelolaannya.
Kedua, sinergisitas Disperindag Kota Yogyakarta dan Keraton dapat
dilihat dalam beberapa hal, yaitu akad pinjam pakai yang disepakati
antara Disperindag Kota Yogyakarta dan Keraton, di mana
Disperindag berperan sebagai pengelola (mudarid) dan Keraton
sebagai pemilik atas Pasar Beringharjo (sahibul mal). Ketiga,
pengelolaan Pasar Beringharjo berdasarkan hukum negara yang
sebagian besar diterbitkan oleh Pemerintah DI'Y dan Pemerintah Kota
Yogyakarta. Berdasarkan regulasi tersebut, pengelolaan Pasar
Beringharjo bersifat teknis yang mencakup beberapa hal, yaitu
kepemimpinan - pasar, pengorganisasian, pengelolaan keuangan,
pengawasan = pasar, pengelolaan fasilitas ~ pasar, - pengelolaan
administrasi pedagang, dan. pengelolaan jam aktivitas pasar. Oleh
karena itu yang banyak terlibat adalah Disperindag Kota Yogyakarta.
Keempat, otoritas hukum dalam transaksi ekonomi di Pasar
Beringharjo berdasarkan hukum lokal dan ekonomi syariah yang dapat
dilihat dalam penerapan akad tawar menawar dalam transaksi jual beli.
Harmonisasi hukum negara, lokal dan ekonomi syariah dalam
pengelolaan Pasar Beringharjo disebabkan oleh adanya heterogenitas
pelaku pasar dan tuntutan atas perubahan sistem ekonomi yang selalu
bergerak mengikuti perkembangan zaman. Adapun bentuk
harmonisasi hukum ditunjukkan oleh sistem pengelolaan pasar yang
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moderns dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, yang dalam
disertasi ini disebut dengan model pasar postmodernisme sehingga
mampu mereproduksi nilai-nilai kearifan lokal. Pasar postmodernisme
yaitu pasar tradisional yang mampu mengkolaborasikan sistem
tradisional dan sistem modern tanpa menghilangkan nilai-nilai
tradisional dan kearifan lokal-nya. Nilai-nilai kelslaman dalam hal ini
terlihat dari adanya harmonisasi transaksi ekonomi syariah dengan
kearifan lokal dalam transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo.
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ABSTRACT

Beringharjo, the oldest traditional market in Yogyakarta, exists
despite the flourish of modern markets. The model of market
management and market pillar has made Beringharjo retain its
competitiveness. Three law authorities — namely the state, local and
sharia economic laws — stand behind it. While sharia economic and
local laws during transactions are going hand in hand, the state law is
present in the form of management. Interestingly, the three laws do not
compete each other; they even rule inharmony. Furthermore, each law
plays its own role and institutes market management in harmony
between the governments and the society. There are four research
questionsin this dissertation. First, why has Beringharjo market
survived and been competitive against modern markets? Second,
which law works in managing the market and how it synergizes the
Industries and Trades Agency (Disperindag) of Yogyakarta and the
Palace in its work? Third, which law is responsible for the market’s
economic transactions? Fourth, why do the laws of state, local and
sharia economic work in harmony in managing the market?

This study employs phenomenology approach. Data were
collected by observing, interviewing and documenting. Observations
on how market management system and economic transactions are
applied were conducted in several locations within Beringharjo
market: west, center, east and Metro. Eleven  informants to be
interviewed are market’s facilities and infrastructure section, market’s
site plan section,staff of Technical Service Unit for Business center,
chief of Western Beringharjo, chiefof center Beringharjo, chief of
Eastern Beringharjo, chairman of PETRA of Yogyakarta, two
chairpersons of seller association of Beringharjo market and two
Palace representatives. Using a theory from Pierre Bourdieu, in
particular, on arena, capital, and habitus; a theory of law authority; and
a theory of sharia economic transaction law, the data were analyzed in
three steps: data reduction, data display, anddata validation.

The study reveals that: first, Beringharjo market withstands the
modern wave as it applies banyan role model for its capital and goods
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turnover, number of visitors, and transaction system. It also integrates
values of religious, social, local wisdom, economic, education,
tourism and partnership. Second, the synergy of Industries and Trades
Agency (Disperindag) of Yogyakarta and the Palace is present in
several points,such as leasing contracts agreed by both the agency and
the Palace where the agency is the administrator (mudarid) and the
Palace is the owner (sahibul mal). Third, accordingto the state law
which is mostly issued by the province government of Yogyakarta and
by the city government, the management of the market is technical in
nature. It comprises market’s leader, organization, finance,
supervision, facility handling, seller administer and operation hour.
Therefore, it is the agency (Disperindag) of Yogyakarta that involves
intensely. Fourth, in terms of economic transaction on local and sharia
economic laws basis, the authority of law is introduced in the
contract deal in the buying-selling transaction. The three laws regulate
Beringharjo market in harmony dueto market players’ heterogeneity
and the demands of economic system that keeps changing. The
harmony of laws is in the modernist market management system being
applied whilst maintaining local wisdom — the researcher calls it as
postmodernism — from which values of local wisdom are reproduced.
A postmodernism market is a traditional market that is able to
collaborate traditional system with modern one without losing its
traditional values and local wisdom. Values of Islam in this case are
included where sharia economic transaction and local wisdom blend in
harmony in the economictransaction in Beringharjo market.

XVii



Gsmel) js 55Ty Babs 3 ST G 28l sl G5 I

P Gy HY) 2358 i) SBlewd o o e (L S s
wllbe &M Sl agad) Glewdl flie andld) e 150 aleg sl
OBy (et Opldlly Wl OpB g cemlhny Bse B3] 3 S0
Ayl 0B e B 3yls] 3 gl bl gl | Yl sLasy)
sLasV) 06l jea> wslas¥) el 3 wigld) dall) el LS
ol @M p)les ¥l e (2N Lo aylsl 3 Sy Y
25 QLAY Gl B0 3 Y e e IS et R
Binlal) Bgand) 85 Lk L 8 Lol g ol )93 (nilsdl) IS Cnly
S 13U Yl oy il dafl a5 Gl e (3L enstly Ae oS (o
A Ly (Ll Saad) Bl blie dndlly (Bl o emlhny G
o W an Sy sy Bse 3103 ey el &) A5 bl
€ mylaigs G 3] 3 il ST OS50S oo 3,y ol 3)13)
@ Alas¥l odllll 3 Lo cali G a5gl) wlalld) o Ly L
¢ S Ol sl 0B gulin OF adaa 13Uy Lol € lany Gow

XViii



05 SBL et B L asB L alsh Lgie o) s piay
G oA )1 3 Sllam W el & a5 dly el collamd 3, 0
A3l SBlalally 315Y1 alas Bjal gaey B3y ISy (LE gmlany
Rl Bl o feby 2 s do) e SN sl § el a b
Bl 56 Jaall dks sy Cibgay cBsadl O] i by (Bgd]
o3 ¢ Erl Bsd) Jagang «gSH Bsnd) g5y 3 AN Sgedl J 930mns
o 05 Wby camlany Gomm lndl 2ad Lty B Sl Aude i
(bl S g clslas SN Vs e Besetl SULI LS L el
g e Al plsial el LBl e il (UL 209
Aylaiy ¢ ) ey aally (U Wy Ll slan L duls
(Y sLaBYl 3 sl 0y
sl G S xSl M L) Jog ) el
o ealall pliy Ol s caladly JU ) JoI ey B
ool s Gy dondl) 335 o g (Jtn 23508 OB 358 30ar I35
londly  (sillsl (i lan¥ly Sl Sl Lol Yy gl
Blondly asliall 55 W &5, (SE LG L)) s 3 STl
Of G (ol (o ade il (o3 3 edl o 095155 b STarg duds
o 05185 Godl pde ol e Bl B STy Bne Blndly 2eliall 3)13)

skt Bew )3 ditnd (L L JW Clo o Fsudl Sl 1l a0l

XiX



Al 158y 6 STarg Alable aaSs 5 3l dabiesy (Wsl) 056 )
Jois &g Lgrmeke 3l g2y B 3L (Sl e sly LGS
(gl e Yl A B1oVy ity (Bl 2Ty 1 gay sl s
(U Foedt ol slsn 3100y ol dla] ey (Bgmdl 310 3100
Al s o)y B STors Aude 3)lndly 2sliall 3l3] & BSLaw ST
sbad¥ly J£1 0gl d] Gandl 3 aolasYl ool (3 assl)
08y Golid) L pandl (3 Aaglud) e b (3 L) oS ¢ oY)
o) oyl B )13 3 (Ol sLaN) 05y « 21 05y i)
s Sa U (sl pladll Slpadl Clasg Gsndl oY U4
o Sl Gl gls] pllas Y e ) el S gl o))
Gsnd) gas ol a3 LUl e s ly (il LS e abailt
Lo Gonl gamy Ad) LS (03 2] Bole) ooty okt (B dm L
Shekid) pladl ot OF wlaty Sy (GBS Bamn aitnley Y WA ey
wl a3y Sy AR ASChy Rulid) LBl 2 Gas (dadd) plladly
2SS e 2ol Y1 sLa V) oBalal daclgs (3 sialllda (3 2Dyl

el Gew 3 RslasY) oMbl 3 dls

XX



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan
disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor
158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

I_X:;lll)f Nama I;{::::f Keterangan
| alif d”ar:'bdai’;kan Tidak dilambangkan
< ba’ b be
& ta’ t te
& sa’ S es (dengan titik di atas)
c jim j je
z ha h ha (dengan titik
dibawah)
z kha kh ka dan ha
3 dal d de
3 za zZ zet (dengan titik di
atas)
B ra r er
) zai z zet
o sin S es
B syin sy es dan ye
ua sad $ es (dengan titik di
bawah)
ol dad d de (dengan titik di
bawah)
L ta’ t te (dengan titik di
bawah)
L za’ z zet (dengan titik di
bawah)
& ‘ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ gain 9 ge
- fa’ f ef
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3 qaf q qi
4 kaf k ka
J lam I el
a mim m em
O nun n en
B) Wawu w we
o ha’ h ha
3 hamzah ' apostrof
s ya’ y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Cpeatia Ditulis muta ‘aqqidin
dac Ditulis ‘iddah
C. Ta’marbutah
1. Apabila dimatikan ditulis h.
A Ditulis hibbah
L Ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan
sebagainya, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan h.
| AV aes ] Ditulis | karamah al auliya” |

2. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah

dan dammah ditulis t.

| PR | Ditulis ~ | = zakamlfitri |
D. Vokal Pendek
— kasrah ditulis i
- fathah ditulis a
= dammah ditulis u
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Vokal Panjang

fathah + alif ditulis a
Alals Jjahiliyyah
fathah + ya’mati ditulis a
(s yas'a
kasrah + ya’mati ditulis r
S karim
dammah + wawu mati ditulis u
a8 Sfurid
Vokal Rangkap
fathah + ya’ mati ditulis ai
aSin ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au
JA ditulis gaulum

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof
Al ditulis a'antum
e ditulis u'idat
a3 Sail ditulis la'in syakartum
Kata Sandi Alif + Lam
fathah + ya’ mati ditulis ai
S ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au
Jgé ditulis gaulum
1. Bila dikuti Huruf Qamariah
ol Al ditulis al-Qur'an
sl ditulis al-Qiyas
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2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan
huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan

huruf | (el)-nya.

eladdl
:.S\

ditulis
ditulis

as-Sama’'
asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

u'éj)“-,uf
) Jal

ditulis
ditulis

zawi al-furiit
ahl as-sunnah
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modernisasi adalah suatu proses transformasi masyarakat untuk
berubah menjadi lebih maju di berbagai lingkup kehidupan.® Proses
tersebut terjadi karena adanya unsur modernitas yaitu adanya
kontestasi antara ortodoksi dan heteredoksi dalam sebuah arena.?
Pierre Bourdieu menyatakan arena merupakan “suatu sistem posisi
sosial yang terstruktur (yang dikuasai oleh individu atau institusi)
suatu inti yang mendefinisikan situasi untuk mereka anut”. Bentuk
arena bermacam-macam, salah satu di antaranya adalah pasar
tradisional ®

Konsekuensi modernisasi bisa terimplementasi dalam banyak
hal, salah satunya kebiasaan berbelanja masyarakat di pusat
perbelanjaan/pasar modern. Pusat perbelanjaan modern menyediakan
berbagai fasilitas modern sehingga memberikan suasana nyaman dari
pada pasar tradisional. Kompetisi tersebut membuat pasar tradisional
menjadi tertinggal dan kalah bersaing dengan pasar modern.* Padahal
pasar tradisional adalah ciri yang memperlihatkan kegiatan ekonomi
masyarakat pada suatu daerah.®

! Ellya Rosana, "Modernisasi dalam Perspektif Perubahan Sosial", Al-
Adyan Jurnal Studi Lintas Agama 10, No. 1, 2015, 68.

2 Akhyar Yusuf Lubis, Postmodernisme: Teori dan Metode (Jakarta: PT
Raja Grapindo Persada, 2014), 126.

% Fauziah Salamah, “Pergumulan Ortodoksi Islam dan Budaya Jawa
Menurut KH. Ali Maksum,” Al-Mazahib 7, no. 1 (2019), 57-58.

4 Fajriawati, "Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional
Terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan", Varia Justicia 13, No.
2, 2018, 104.

® Abdul Wahab, “Keberpihakan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Usaha
Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar
Tradisional),” TSAQAFAH 12, no. 1 (2016), 170.

1



Fenomena tersebut dapat dijumpai di beberapa wilayah di
Indonesia, seperti di Bandung, Jakarta, Tomohon, Palangka Raya dan
Pasar Nagari di Provinsi Sumatra Barat. Temuan penelitian di
Bandung menunjukkan pasar modern mengungguli pasar tradisional
berdasarkan Retail Service Quality Scale (RSQS) secara
keseluruhan. Hasil menunjukkan dimensi individu dan sub-dimensi di
pasar modern lebih unggul dari pada pasar tradisional.® Bahkan di
Jakarta, pasar tradisional sudah tidak dapat bersaing dengan pasar
modern setelah krisis ekonomi tahun 1999 hingga 2007.”

Di kota Tomohon ditemukan bahwa penyebab utama hilangnya
pasar tradisional ketika bersaing dengan pasar modern tidak hanya
disebabkan oleh keberadaan pasar modern, melainkan juga oleh
manajemen dan infrastruktur pasar tradisional yang buruk.® Demikian
halnya di Palangka Raya, eksistensi pasar tradisional semakin rawan
oleh kehadiran pasar modern. Salah satu penyebabnya yaitu
pembangunan minimarket dan pasar modern menawarkan fasilitas
yang nyaman dibanding pasar tradisional. Ketidakseimbangan pasar
tersebut dapat berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat
khususnya pedagang tradisional.’

Pasar Nagari di Provinsi Sumatera Barat juga terkena dampak
negatif dari pertumbuhan sejumlah besar pasar modern yang semakin
gencar. Di antaranya berkurangnya keuntungan perniagaan pedagang
pasar tradisional, berkurangnya fungsi pasar tradisional sebagai tuan
rumah bagi produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat lokal,

6 Moh Farid Najib and Adila Sosianika, “Retail Service Quality in
Indonesia: Traditional Market Vs. Modern Market,” Academy of Marketing
Studies Journal 21, no. 2 (2017), 1

" Ferry Hermawan, Frida Kistiani, and Ismiyati, "Model of Indonesian
Traditional Market Revitalisation: Case Study of Five Metropolitan Cities in
Java Island", Advanced Science Letters 24, no. 5, 2018, 3146.

8 Jovan Wiradhana Nelwan, S.L.H.V. Joyce Lapian, and Farlane S.
Rumokoy, “The Existence Of Traditional Market Toward Modern Market in
Tomohon City,” Jurnal EMBA 5, no. 3 (2017), 3351.

® Ahmad Dakhoir, "Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar
Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern"”, Jurnal Studi
Agama dan Masyarakat 14, no. 1, 2018, 32.
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beralihnya kebiasaan masyarakat dalam berdagang, dan hilangnya
pasar tradisional yang kemudian digantikan oleh pasar modern.*

Berdasarkan paparan di atas, keberadaan pasar modern dapat
berpengaruh kepada penurunan kontribusi dan kinerja pasar
tradisional. Dalam hal ini penurunan pasar tradisional lebih
disebabkan oleh faktor internal, yaitu kurangnya daya saing dibanding
pasar modern.!! Kurangnya daya saing tersebut dalam hal keamanan,
kenyamanan, dan kebersihan pada saat berbelanja.'> Dengan
demikian, matinya pasar tradisional lebih disebabkan oleh perubahan
selera konsumen.™

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada tahun 2018
jumlah keseluruhan pasar tradisional di Indonesia adalah 14.182.
Sementara jumlah keseluruhan pasar modern dan pusat perbelanjaan
yaitu 1.839.1 Secara kuantitatif tidak ditemukan bukti bahwa pasar
modern memiliki pengaruh nyata pada keberadaan pasar tradisional.
Namun berdasarkan pernyataan Eng. M. Arif Wibisono bahwa secara
nasional pangsa pasar yang dikelola sebuah toko berjaringan sama
dengan pangsa pasar untuk 43 toko tradisional. Sehingga setiap
pendirian toko berjaringan baru berpotensi menggeser 43 toko
tradisional .*®

Salah satu cara agar pasar tradisional tetap berkembang adalah
dengan mempertahan konsumen, misal dengan cara menjadikan pasar

10 Nursyirwan - Effendi, "Studi Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan
Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan: Kasus Pasar Nagari dan Masayarakat Nagari
di Provinsi Sumatera Barat", Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol. 18
(2), 20186, 107.

1 Ninuk Rahayuningrum and Tjahya Widayanti, “Kajian Dampak
Ekonomi Keberadaan Hypermarket Terhadap Ritel/Pasar Tradisional,” Buletin
Imliah Litbang Perdagangan (Jakarta, 2017), 4.

2 1bid., 12.

3 1bid., 14.

14 Kurnia Adhiwibowo et al., Profil Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Modern Tahun 2018 (Jakarta: Badan Pusat Statistik,
2018), 23.

15 Eng. M. Arif Wibisono, “Bantul Mart, Sebuah Upaya Untuk
Meningkatkan Kemampuan Toko Tradisional di Kabupaten Bantul dalam
Memenangkan Persaingan Pasar,” Jurnal Riset Daerah XI, no. 2 (2012), 1723-
1724.
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tradisional semakin nyaman bagi konsumen.'® Fungsi pasar tradisional
yaitu sebagai tempat berdagang, yang dalam proses transaksinya sarat
dengan nilai-nilai lokal. Salah satu nilai tersebut yaitu keramahan
dalam transaksi untuk mencapai kesepakatan harga.l” Dengan
demikian agar eksistensi pasar tradisional tetap terjaga diperlukan
campur tangan pemerintah yang berani dan komprehensif untuk
mencari cara penyelesaian permasalahan.

Pemerintah mengantisipasi terjadinya dampak negatif
perkembangan pasar modern dengan menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selanjutnya
disikapi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 53/M-Dag/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.®

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perkembangan pasar
modern seperti minimarket, supermarket maupun hypermarket dapat
membawa dampak yang cukup besar terhadap sosial dan ekonomi
masyarakat. Pertumbuhan pembangunan dan keberadaaan pasar
modern berdampak kurang baik bagi eksistensi dan keberlangsungan
pasar tradisional yang sebagian besar dinikmati oleh pedagang kecil
dan menengah. Oleh karena itu diterbitkanlah peraturan tentang
pengelolaan pasar tradisional.?°

Khususnya tentang pengelolaan pasar tradisional, pemerintah
Kota Yogyakarta mengaturnya dalam regulasi tentang pasar yang
termuat dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2

16 Rahayuningrum and Widayanti, “Kajian Dampak Ekonomi

Keberadaan Hypermarket Terhadap Ritel/Pasar Tradisional.”

17 Agus Prastyawan et al., “Revitalization of Traditional Markets into a
Modern Market in the Perspective of Local Governance Theory,” IOSR Journal
of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) 9, no. IV (2015), 1

18 Robert J. Chaskin, "Poverty Policy, the Market, and the Metropolis,
Social Service Review," 2019, 353.

19 Fajriawati, "Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional
Terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan", 104.

20 pernyataan ini dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, n.d.
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Tahun 2009 Tentang Pasar. Instrumen hukum tersebut bertujuan untuk
mengurus dan mengelola tatanan pasar tradisional, termasuk di
antaranya adalah Pasar Beringharjo. Namun untuk menjalankannya
memerlukan komitmen, kemauan, tanggung jawab dan political will
pemerintah dan negara.?

Selain regulasi tentang pengelolaan pasar, terdapat tiga pilar
pasar yang diterapkan oleh pengelola Pasar Beringharjo yang tidak
semua dimiliki oleh pasar tradisional di daerah-daerah lain di
Indonesia. Adapun tiga pilar tersebut adalah pilar ekonomi,
pendidikan dan wisata.?> Hal tersebut juga merupakan bentuk
implementasi dari visi pembangunan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag) Kota Yogyakarta, yaitu terwujudnya
sektor perindustrian dan perdagangan sebagai pusat pengembangan
perekonomian dan, wisata dan edukasi.?®

Pasar Beringharjo juga memiliki keistimewaan dari sisi sejarah,
yaitu terhubung dengan Kesultanan Ngayogyakatra Hadiningrat.
Dalam hal ini, keberadaan Pasar Beringharjo adalah bagian dari pola
tata kota Kesultanan Yogyakarta atau yang biasa disebut dengan catur
tunggal. Dalam konsep catur tunggal Keraton merupakan pusat
pemerintahan, alun-alun merupakan ruang tempat berkumpulnya
masyarakat, masjid merupakan tempat untuk beribadah, dan pasar
merupakan pusat perekonomian masyarakat.?*

Sebelum kemerdekaan Pasar Beringharjo dikelola oleh Sultan
atas dasar kesepakatan dalam perjanjian Giyanti. Perjanjian tersebut
disepakati pada tanggal 13 Februari 1755, dan dalam perjanjian
tersebut Sultan memiliki-wewenang untuk menata dan memberikan
yang terbaik untuk daerahnya sendiri.?® Dalam hal pengelolaan Pasar

’

2l Handoyo, “Perlindungan Hukum Pasar Tradisional di Surakarta,
Jurnal Jurisprudence 6, no. 1 (2016): 40-51, 42.

22 Disperindag Kota Yogyakarta, Profil Pasar Beringharjo (Yogyakarta,
2018), 16

2 bid., 2

24 Hasil wawancara dengan KRT. H. Jatiningrat, S.H pada tanggal 5
Desember 2019, pukul 10.08 sampai dengan 11.03 WIB, di tempat kerja beliau
(Keraton Yogyakarta).

2 1bid.
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Beringharjo, Sultan membentuk pemungut pajak untuk Negara
Ngayogyakarta Hadingrat yang diberi nama Tanda.

Petugas pemungut pajak tersebut mendapat upah pungut sekian
persen dari hasil pungutannya dan diberi fasilitas tempat tinggal di
Ketandan. Selain membentuk pemungut pajak, Sultan juga
membentuk sapon atau tukang bersih-bersih. Petugas tersebut
berkewajiban membersihkan pasar agar tetap bersih dan sehat. Dalam
hal ini Sultan memberikan gaji kepada pekerja tersebut agar berkerja
dengan baik dan hidup sejahtera.?®

Setelah kemerdekaan, DIY dipimpin oleh Ngarsa Dalem
Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku
Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama
Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.?’ Pada
masa ini, otoritas pengelolaan Pasar Beringharjo ada pada Pemerintah
Kota Yogyakarta sebagaimana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar. Peraturan tersebut merupakan
turunan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun
2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pada Pasal 2 menjelaskan tentang Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Yogyakarta. Otoritas pengelolaan pasar ada pada
bidang bimbingan usaha, pengendalian dan pengawasan perdagangan,
bidang sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar,
dan bidang penataan, pengembangan dan pendapatan pasar.?®

Pada setiap bidang tersebut dibantu oleh beberapa orang seksi
yang juga ikut andil dalam mengelola pasar. Selain itu untuk
memaksimalkan pengelolaan pasar maka dibentuklah koordinator

2 |bid.

27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, n.d., Pasal 1 ayat 4.

28 pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, n.d.



7

pasar atau yang di sebut dengan Lurah Pasar.?® Adapun Pasar
Beringharjo dikoordinir oleh tiga orang Lurah Pasar, yaitu Lurah Pasar
Barat, Lurah Pasar Tengah dan Lurah Pasar Timur.*

Pengelolaan Pasar Beringharjo juga melibatkan paguyuban
pedagang Pasar Beringharjo. Salah satu tujuan paguyuban adalah
untuk menampung aspirasi pedagang pasar tradisional dan
meningkatkan hubungan informasi antara Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dengan pedagang tradisional, termasuk di antaranya
adalah Pasar Beringharjo.3! Wewenang tersebut berdasarkan
Keputusan Kepala Disperindag Kota Yogyakarta Nomor:
496/KEP/DPP/2019 tentang Pengukuhan Paguyuban Pedagang Pasar
Tradisional Kota Yogyakarta, pada tanggal 14 Desember 2019.

Pasar Beringharjo mampu bertahan dan memiliki daya saing di
antara keberadaan pasar-pasar modern yang berada tidak jauh dari
Pasar Beringharjo. Bahkan terdapat pasar modern yang bersanding
persis dengan Pasar Beringharjo, namun ini tidak serta merta membuat
Pasar Beringharjo menjadi sepi pengunjung. Pengunjung selalu datang
silih berganti, baik dari pengunjung lokal mapun mancanegara.

Pada saat-saat tertentu seperti menjelang lebaran Idul Fitri atau
hari besar keagamaan lainnya, Pasar Beringharjo bahkan lebih ramai
pengunjung di banding pasar modern. Ketika itu pengunjung sanggup
berdesak-desakan untuk membeli sesuatu yang diinginkannya di Pasar
Beringharjo. Daya tarik yang dimiliki Pasar Beringharjo yang dapat
mengundang banyak pengunjung tidak datang dengan sendirinya,
melainkan disebabkan oleh sistem pengelolaan pasar yang baik.

Sistem transaksi yang-masih tradisional (tawar menawar) tidak
membuat Pasar Beringharjo sepi dari pengunjung. Adanya proses
tawar menawar memiliki daya tarik sendiri yaitu dapat menjadikan

29 pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tentang
Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Yogyakarta, n.d.

30 QObservasi pada tanggal 2 September 2019, pukul 09.35 di Pasar
Beringharjo.

31 pada bagian menimbang poin a Keputusan Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kota Yogyakarta Nomor: 496/KEP/DPP/2019 Tentang
Pengukuhan Paguyuban Padagang Pasar Tradisional Kota Yogyakarta, n.d.
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harga lebih murah dari yang ditawarkan pada pasar modern. Pasar
Beringharjo juga menawarkan harga yang bervariasi sehingga Pasar
Beringharjo mampu menyerap pembeli dari semua lapisan
masyarakat, baik dari lapisan atas, menengah, maupun bawah.

Penerapan pilar pasar (ekonomi, wisata dan pendidikan)
membuat Pasar Beringharjo berbeda dari pasar tradisional pada
umumnya. Dalam pilar ekonomi misalnya, Pasar Beringharjo mampu
memberikan penghidupan kepada 6.000 pedagang yang berjualan.
Setiap harinya terjadi perputaran ekonomi pada sektor riil di Pasar
Beringharjo hingga ratusan juta sehingga dapat meningkatkan
pendapatan daerah Kota Yogyakarta khususnya.

Pada pilar pariwisata, Pasar Beringharjo termasuk salah satu
destinasi wisata belanja di Yogyakarta. Pasar ini menyediakan
bermacam-macam varian komoditas di antaranya batik, lurik, asesoris
Jawa dan barang-barang antik sehingga memikat pengunjung dari
berbagai daerah dan mancanegara. Harga yang ditawarkan juga
bervariasi sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
Di samping itu pengaturan tata letak dan blok dapat memudahkan
pengunjung untuk mencari barang yang ingin dibelinya, juga
keindahan pasar dengan nuansa Jawa membuat daya tarik tersendiri
bagi pengunjung.

Seperti halnya pada pilar ekonomi dan wisata, pilar pendidikan
juga ada di Pasar Beringharjo. Pilar tersebut dapat dinikmati oleh
pengunjung maupun pedagang Pasar Beringharjo, bahkan pengelola
pasar itu sendiri. Pilar pendidikan yang terdapat di Pasar Beringharjo
meliputi pendidikan budaya, pendidikan agama, pendidikan moral dan
pendidikan pasar. Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya Pasar
Beringharjo yaitu mengayomi dan memberikan kesejahteraan bagi
bagi pedagang dan warga sekitar.

Pasar Beringharjo tidak berkembang dengan sendirinya
melainkan terdapat beberapa pihak yang berkepentingan dalam
pengelolaan tersebut (pemerintah dan masyarakat) sehingga Pasar
Beringharjo mampu besaing dengan pasar modern. Meskipun berbeda
kepentingan, para pihak tersebut tidak saling berkontestasi melainkan
terjadi harmonisasi di antara kepentingan tersebut. Dalam hal ini
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masing-masing pihak dapat memainkan perannya masing-masing
dalam mengelola Pasar Beringharjo dan posisi mereka sama
pentingnya.

Disperindag Kota Yogyakarta atau yang biasa disebut dengan
dinas pasar memiliki kepentingan untuk mengelola Pasar Beringharjo
dengan baik. Salah satu bentuk pengelolaan pasar yang dilakukan oleh
dinas pasar yaitu dengan menerapkan 5K, yaitu kebersihan, keamanan,
keindahan, kenyamanan dan kesejahteraan. Tujuan 5K agar Pasar
Beringharjo tetap eksis dan memiliki daya saing dengan pasar modern.
Seperti halnya dinas pasar, paguyuban pedagang pasar beringharjo
juga memiliki kepentingan agar Pasar Beringharjo tetap banyak
pengunjung meskipun posisi pasar berada di antara pasar-pasar
modern.

Salah satu fungsi paguyuban pedagang Pasar Beringharjo yaitu
meredam konflik internal pedagang dan penyambung aspirasi
pedagang untuk disampaikan kepada Disperindag Kota Yogyakarta.
Informasi tersebut akan mempermudah pekerjaan pengelola dalam
mengelola Pasar Beringharjo, khususnya dalam memberikan
perlindungan, penataan dan pembinaan kepada pedagang pasar.

Pedagang Pasar Beringharjo sebagian besar memperjual belikan
produk khas Jawa, seperti batik, belangkon, kebaya dan keris. Barang-
barang tersebut merupakan bagian dari simbol budaya Jawa, sehingga
secara tidak langsung pedagang Pasar Beringharjo berperan dalam
melestarikan budaya Jawa. Dengan demikian, fungsi Keraton sebagai
pusat budaya menjadi semakin mapan dan budaya Jawa dapat dikenal
dunia.

Nilai-nilai kearifan lokal seperti keramahan, kesantunan dan
kesederhanaan juga berkembang dalam lingkungan Pasar Beringharjo
sehingga menjadi ciri khas tersendiri pada pasar tersebut. Selain itu
terdapat regulasi yang mewajibkan pengelola Pasar Beringharjo untuk
mengenakan pakaian tradisional Jawa pada hari-hari tertentu. Pakaian
tersebut merupakan salah satu dari simbol budaya Jawa. Penerapan
nilai-nilai budaya Jawa tersebut dapat memperkuat dimensi tradisional
Sultan sebagai Raja Keraton Yogyakarta.
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Keraton merupakan pemilik tanah atas lahan tempat berdirinya
Pasar Beringharjo, sebagai imbalannya dinas pasar memberikan
palilah pisunsung kepada Keraton. Namun besaran imbalan tidak
tertuliskan pada perjanjian tersebut melainkan tergantung pada
kemampuan sehingga tidak membebani dinas pasar. Imbalan tersebut
didapat dari hasil retribusi yang dibayarkan pedagang kepada dinas
pasar atau pengelola Pasar Beringharjo.

Sinergisitas para pihak dalam pengelolaan Pasar Beringharjo
melahirkan model baru dalam pengelolaan pasar tradisional, yaitu
sebuah model pengelolaan pasar yang mensinergikan kearifan lokal,
kebijakan pengelolaan pasar dan manajemen pasar tradisional berbasis
syariah. Pola keterlibatan dan interaksi para pihak dapat menunjukkan
pihak mana yang interaksinya paling dominan dalam pengelolaan
Pasar Beringharjo. Meskipun demikian, tiap posisi sama pentingnya
karena ada keterbukaan sistem dan harmonisasi dengan pihak lain
yang saling melengkapi.

Harmonisasi otoritas hukum para pihak juga dapat berdampak
terhadap kultur dan struktur pengelolaan Pasar Beringharjo. Salah satu
dampak harmonisasi otoritas hukum dalam pengelolaan Pasar
Beringharjo yaitu terciptanya kesadaran untuk selalu merawat kearifan
lokal sebagai bagian dari warisan budaya yang terdapat pada Pasar
Beringharjo.

Berdasarkan paparan tersebut urgensi akademik yang peneliti
bangun dalam penelitian ‘ini yaitu memetakan sinergisitas peran
pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di era modern dan
pascamodern. Selain itu juga untuk memetakan pola keterlibatan dan
interaksi para pihak dalam pengelolaan Pasar Beringharjo dan
menemukan konsep harmonisasi hukum dalam pengelolaan dan
transaksi ekonomi Pasar Beringharjo.

B. Rumusan Masalah
Paparan di atas menunjukkan terjadinya gap antara harapan (das

sollen) perkembangan pasar tradisional dengan kenyataan (das sein)
keberadaan pasar-pasar modern yang mulai mendominasi pasar.
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Namun di era modern seperti sekarang ini Pasar Beringharjo masih
tetap berkembang, padahal pasar tersebut dikelilingi oleh pasar-pasar
modern. Salah satu hal yang membuatnya memiliki daya tarik
tersendiri adalah dengan tetap mempertahankan kearifan lokal di
tengah modernisasi.

Pasar Beringharjo tetap berkembang juga disebabkan oleh
kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya. Para
pihak tersebut memiliki perbedaaan kepentingan, namun kepentingan
yang berbeda dari para pihak dapat menciptakan harmonisasi otoritas
hukum yang saling memberikan manfaat bagi para pihak. Eksistensi
para pihak tersebut juga tidak menyebabkan kontestasi dalam
pengelolaan Pasar Beringharjo, sebaliknya keterkaitan tersebut
menjadikan Pasar Beringharjo memiliki daya saing dengan pasar-
pasar modern.

Dengan demikian berdasarkan permasalahan di atas dapat
diderivasi menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Mengapa Pasar Beringharjo mampu bertahan dan memiliki daya
saing dengan pasar modern?

2. Otoritas hukum apa yang berperan dalam pengelolaan Pasar
Beringharjo dan bagaimana sinergisitas Disperindag Kota
Yogyakarta dan Keraton dalam pengelolaan Pasar Beringharjo?

3. Otoritas hukum apa yang berperan dalam transaksi ekonomi di
Pasar Beringharjo?

4. Mengapa terjadi harmonisasi antara hukum negara, lokal dan
ekonomi syariah dalam pengelolaan Pasar Beringharjo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Atas dasar pertanyaan penelitian di atas, yang menjadi tujuan
penelitian di antaranya sebagai berikut:
1. Menemukan faktor yang menyebabkan Pasar Beringharjo
mampu bersaing dengan pasar modern.
2. Menemukan otoritas hukum pengelolaan dan sinergisitas
Disperindag Kota Yogyakarta dan Keraton dalam pengelolaan
Pasar Beringharjo.



12

3. Menemukan otoritas hukum dalam transaksi ekonomi di Pasar
Beringharjo.

4. Menemukan faktor yang menyebabkan harmonisasi hukum
negara, lokal, dan ekonomi syariah dalam pengelolaan Pasar
Beringharjo.

Terdapat dua kegunaan dalam disertasi ini, antara lain: (1)
Secara teoritis berkontribusi untuk menambah khazanah keilmuan di
bidang pranata sosial Islam. (2) Secara praktis, disertasi ini bermaksud
memberikan kontribusi nyata bagi pengelola dan pelaku Pasar
Beringharjo agar pasar tetap berkembang di antara pasar-pasar
modern. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi
peneliti lain, khususnya peneliti yang meneliti di bidang hukum dan
kebijakan publik, juga pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk
kelangsungan hidup masyarakat kecil dan menengah yang bekerja
sebagai pedagang tradisional.

D. Kajian Pustaka

Harmonisasi  otoritas hukum dalam pengelolaan Pasar
Beringharjo adalah hubungan yang serasi antar otoritas hukum dalam
mengelola pasar sehingga mampu bersaing di antara keberadaaan
pasar modern. Konsep harmonisasi otoritas hukum memungkinkan
tidak hanya satu tetapi dua bahkan lebih jenis otoritas terpisah yang
terjalin dalam organisasi yang terstruktur secara birokrasi.*? Otoritas
merupakan kekuasaan yang-mempunyai misi, sehingga harus ditaati
oleh pihak yang terikat oleh kekuasaan itu.*

Ketidakmampuan pasar tradisional menghadapi pasar modern
dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Dalam hal ini perlu

32 Theodore Bower, "Formal and Rational Authority Some Notes,
Hypotheses and Applications™, Kansas Journal of Sociology VII, no. 4 (1971),
141.

33 Muhammad Habibi Siregar, Otoritarianisme Hukum Islam: Kritik Atas
Hierarki Teks AL-Kutub As-Sittah (Yogyakarta: LKiS, 2014), 31-32.
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campur tangan pemerintah agar pasar tetap seimbang. Campur tangan
tersebut bisa dilaksanakan oleh para pihak yang mempunyai otoritas.

Sejauh penelusuran terkait otoritas yang memiliki hubungan
dengan penelitian, peneliti menemukan tiga hasil studi yang meneliti
tentang otoritas, yaitu Gary G. Hamilton and Nicole Woolsey
Biggart**, Mark Haugaard®® dan Emily Erikson and Joseph M.
Parent®®. Ketiga peneliti tersebut mengungkap otoritas sebagai alat
yang digunakan oleh penguasa untuk mengelola wilayah
kekuasaannya agar tetap eksis. Namun untuk tetap eksis, otoritas
memerlukan legalitas dan pengakuan dari masyarakat yang
dikuasainya.

Berdasarkan penelusuran peneliti problem akademik yang telah
peneliti temukan pada studi sebelumnya mengarah kepada tiga
konsep, yaitu daya saing, daya tahan dan daya juang pasar tradisional
dalam menghadapi ancaman kapitalisme, termasuk di antaranya
adalah pasar modern. Daya saing adalah kemampuan pasar tradisional
untuk menghadapi persaingan dari pasar modern. Daya tahan yaitu
semangat hidup pedagang untuk terus tumbuh dan berkembang di
antara keberadaan pasar modern. Daya juang Yyaitu semangat
kerjasama antar pelaku pasar tradisional karena senasib dan
sepenanggungan.®’

Dari hasil penelusuran terhadap studi sebelumnya, daya saing
pasar tradisional terhadap pasar modern ditentukan oleh beberapa

34 Gary G Hamilton and Nicole Woolsey Biggart, "Market, Culture, and
Authority: A Comparative Analysis of Management and Organization in the Far
East", 52-94.

3% Mark Haugaard, "What Is Authority?", Journal of Classical Sociology,
2017, 1-29.

3 Emily Erikson and Joseph M. Parent, "Central Authority and Order",
245-267.

37 Untoro Hariadji, “Kajian Kearifan Lokal Komunitas dalam Penanganan
Bencana Gempa Bumi (Kasus Pasca Bencana Gempa Bumi 27 Maret 2006 Di
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)” (Universitas Gadjah Mada,
2020), 28.
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faktor, yaitu: pemilihan format ritel*®®, kemampuan membaca

| 39 | 4041 distribusi 42 lol |'434445
peluang®, pelayanan®®*, distribusi pasar*?, pengelolaan pasa :
strategi pemasaran®®’, perlindungan hukum?, dan revitalisasi

% Rika Terano et al., “Factor Influencing Consumer Choice between
Modern and Traditional Retailers in Malaysia,” International Journal of Social
Science and Humanity 5, no. 6 (2015), 509-513.

%9 Nasharuddin Mas et al., “Trader Sturdiness at Traditional Market in
Facing Modern Market Progress,” International Journal of Business and
Management Invention 3, no. 5 (2014), 49-58.

0 Najib and Sosianika, “Retail Service Quality in Indonesia: Traditional
Market Vs. Modern Market,” 1-12.

41 Nel Arianty, “Difference Analysis Of Modern Market and Traditional
Market Strategy Based on Layout and Quality of Service,” International Journal
of Recent Scientific Research 8, no. 3 (2017), 16082-16088.

42 Hernita Sahban and Iwan Perwira, “Empowerment of Traders and
Traditional Market Potential Development in Indonesia,” International Journal
of Innovative Science and Research Technology 3, no. 1 (2018), 428-436.

43 Kartika Dewi and Sri Susilowati, “The Impacts of Modern Market to
Traditional Traders (A Case in Malang City - Indonesia),” International Journal
of Technical Research and Applications 2, no. 8 (2014), 38-44.

% Suryanto, Bambang Hermanto, and R. Meisa Dai, “Traditional Market
Issues,” in International Conference on Business, Economic, Social Sciences and
Humanities (ICOBEST 2018), vol. 225 (Atlantis Press, 2018), 533-537.

4 Fransisca Desiana Pranatasari, “RPSEP-31: Kemampuan Bersaing
Instansi Pemerintah Berentrepreneur Melalui- Analisis SWOT,” in Seminar
Nasional Buku Program, 2014,
http://repository.ut.ac.id/5032/1/fekonisip16131.pdf.

% Sungkyun Lee, “A Study on Traditional Market Decline and
Revitalization in Korea - Improving the Iksan Jungang Traditional Market -,”
Journal of Asian Architecture and Building Engineering 16, no. 3 (2017), 455—
462.

47 Kalpana Sitaraman, “Traditional Trade in India: The Resilient Retailer
and Implications for POS (Point of Sale) Strategies,” Journal of Indian Business
Research 10, no. 4 (2018), 8.

8 Mustapa Khamal Rokan, “Conceptualization of Economic Right for
Small Traders at Traditional Market in Indonesia,” AHKAM 17, no. 1 (2017):
65-92, 75-79.
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pasar*®%152  Adapun faktor yang menyebabkan pasar tradisional
memiliki daya tahan antara lain pasar tradisional merupakan pusat
budaya®**, pusat wisata®®°®, bagian dari komponen tata ruang kota®"8,

memiliki akses transportasi®® dan financial technology®, tata ruang

49 Prastyawan et al., “Revitalization of Traditional Markets into a Modern
Market in the Perspective of Local Governance Theory,” 1-6.

50 Hermawan, Kistiani, and Ismiyati, "Model of Indonesian Traditional
Market Revitalisation: Case Study of Five Metropolitan Cities in Java Island”,
3146-3151.

51 I. Gusti Ayu Ketut Giantari et al., "Development and Revitalization
Strategies for Traditional Markets in Bali", International Journal of Social
Economics 45, No. 7, 2018, 1058-1070.

%2 B’tara Linggamurti Nisditya Pramana and Is Hadri Utomo, “Peran
Dinas Pengelolaan Pasar dan Paguyuban Pedagang Pasar Kliwon dalam Proses
Revitalisasi Pasar Kliwon Surakarta,” Journal of Chemical Information and
Modeling 1, no. 1 (2017), 25-38.

8 Emmelia Tricia Herliana, "Preserving Javanese Culture through Retail
Activities in Pasar Beringharjo, Yogyakarta”, Procedia - Social and Behavioral
Sciences 184, 2015, 206-213.

54 Nelwan, Lapian, and Rumokoy, “The Existence of Traditional Market
Toward Modern Market in Tomohon City.”

% Tri Yuliani, “Pasar Beringharjo Sebagai Wisata Belanja Favorit di
Yogyakarta,” in Responsible Tourism (Pariwisata Berbasis Lingkungan)
(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwasata Ambarrukmo Yogyakarta, 2018).

% Dimas Aji Galih Saputra, “Pasar Beringharjo Sebagai Pusat Wisata
Belanja di Yogyakarta,” in Recent Advances on Ecotourism: Toward
Sustainable Tourism :(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwasata Ambarrukmo
Yogyakarta, 2018), 1-8.

5 Aurelia Maria Octavia and Emmelia Tricia Herliana, "ldentifikasi
Unsur-unsur Struktur Ruang Kota Yogyakarta yang Mendukung Fungsi Pasar
Tradisional Beringharjo™, Jurnal Arsitektur KOMPQOSISI 10, No. 5, 2014, 327—
348.

%8 |stijabatul Aliyah, Bambang Setioko, and Wisnu Pradoto, "The Roles
of Traditional Markets as the Main Component of Javanese Culture Urban Space
(Case Study: The City of Surakarta, Indonesia)”, IAFOR Journal of
Sustainability, Energy & the Environment 3, no. 1, 2016, 103-120.

% G. A. Cahya, Y. K.D. Mahendra, and I. I. Damanik, “Malioboro as a
Value of Special District of Yogyakarta City,” in IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science, vol. 70, 2017, 1-10.

80 Pristin Prima Sari and Risal Rinofah, “Pengaruh Financial Technology
Terhadap Kepuasan Keuangan Dengan Capaian Keuangan Sebagai Variabel
Mediasi (Studi Kasus Pada Pedagang Di Pasar Beringharjo Yogyakarta),” Jurnal
Kajian Bisnis 27, no. 2 (2019), 134-146.
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pasar®, kepuasan masyarakat berbelanja di pasar tradisional®2. Peneliti
lainnya menyebutkan bahwa pasar tradisional memiliki daya juang
antara lain disebabkan oleh fleksibilitas kelembagaan dan interaksi
sosial® dan juga modal sosial yang dimiliki oleh pasar
tradisional®4¢°%,

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut di atas
cenderung beragam, beberapa di antaranya menggunakan metode
kualitatif deskriptif, di antaranya oleh Mangku Purnomo et al
Nasharuddin Mas et al®®, dan Nel Arianty®. Sementara metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi dilakukan oleh Mark
Haugaard”®. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi

61 Setya Jelita Dwi Kurnia Rahmadani, Heru Sufianto, and Sri Utami,
“Tata Ruang Pasar Tradisional Terhadap Kerentana Kebakaran Studi Kasus
Pasar Tekstil Klewer,” Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur 5, no. 1 (2017), 1—
11.

62 Ade Ihsan Hidayatullah and Denisha Intan Perihatini, "Hierarchical
Cluster Analysis Terhadap Pelanggan Pasar Beringharjo Yogyakarta”,
Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP 1),
no. Knpmp I, 2016, 981-989.

8 Mangku Purnomo, Fenna Otten, and Heiko Faust, “Indonesian
Traditional Market Flexibility amidst State Promoted Market Competition,”
Social Sciences 7, no. 11 (2018), 1-17.

84 Dessy Febrianty, “Model of Role Strengthening of Traditional Market
Based on Social Capital in Indonesia: Study Case Beringharjo Market ,
Jogjakarta,” Journal of Economics and Sustainable Development 4, no. 5 (2013),
115-125.

8 Mohamad Jazeri Jazeri, Dian Nita Zullina, and Siti Zumrotul Maulida,
“Ragam Bahasa Dalam Transaksi Jual-Beli Di Pasar Beringharjo Yogyakarta,”
Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
6, no. 1 (2019), 22-35.

% Falylath Babah Daouda, Paul T.M. Ingenbleek, and Hans C.M. van
Trijp, "Living the African Dream: How Subsistence Entrepreneurs Move to
Middle-Class Consumer Markets in Developing and Emerging Countries"”,
Journal of Public Policy and Marketing 38, no. 1, 2019, 42—-60.

57 Purnomo, Otten, and Faust, “Indonesian Traditional Market Flexibility
amidst State Promoted Market Competition.”

8 Mas et al., “Trader Sturdiness at Traditional Market in Facing Modern
Market Progress.”

89 Nel Arianty, “Difference Analysis of Modern Market and Traditional
Market Strategy Based on Layout And Quality of Service", 16082—-16088.

70 Mark Haugaard, "What Is Authority?", 1-29.
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antara lain dilakukan oleh Hernita Sahban dan Iwan Perwira’ dan
Agus Prastyawan et al’2. Metode kualitatif dengan pendekatan
sosiolinguistik antara lain dilakukan oleh Muhamad Jazeri, Dian Nita
Zullina dan Siti Zumrotul Maulida™. Metode kualitatif dengan
pendekatan normatif dilakukan oleh Mustapa Khamal Rokan’,
metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatori dilakukan oleh
Ferry Hermawan et al’”®. Terdapat juga peneliti lain yang
menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif yaitu oleh
Kartika Dewi dan Sri Susilowati.”. Hanya beberapa yang melakukan
penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, di antaranya:
Rika Terano et al’’, Moh Farid Najib and Adila Sosianika’®, 1 Gusti
Ayu Ketut Giantari et al’®, dan Enyia et al®.

Dari beberapa metode penelitian tersebut, terdapat persamaan
metode penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti sebelumnya
yaitu sama-sama melakukan penelitian yang objek penelitiannya
adalah pasar tradisional namun berbeda dari sisi tujuan, pendekatan
dan teori yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut,
peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar studi sebelumnya masih

"L Sahban and Perwira, “Empowerment of Traders and Traditional Market
Potential Development in Indonesia.”

72 Prastyawan et al., “Revitalization of Traditional Markets into a Modern
Market in the Perspective of Local Governance Theory,” 1-6.

78 Jazeri, Zullina, and Maulida, “Ragam Bahasa dalam Transaksi Jual-Beli
di Pasar Beringharjo Yogyakarta.”

4 Mustapa Khamal Rokan, “Conceptualization of Economic Right for
Small Traders at Traditional Market in Indonesia,” 75-79.

S Hermawan, Kistiani, and Ismiyati, "Model of Indonesian Traditional
Market Revitalisation: Case Study of Five Metropolitan Cities in Java Island",
3146-3151.

6 Dewi and Susilowati, “The Impacts of Modern Market to Traditional
Traders (A Case in Malang City - Indonesia).”

" Terano et al., “Factor Influencing Consumer Choice between Modern
and Traditional Retailers in Malaysia,” 513.

8 Najib and Sosianika, “Retail Service Quality in Indonesia: Traditional
Market Vs. Modern Market,” 1-12.

91, Gusti Ayu Ketut Giantari et al., "Development and Revitalization
Strategies for Traditional Markets in Bali," 1058-1070.

80 Charles Daniel Enyia and Sylva Ezema Kalu, "Traditional Market Days
and The Development of Long Distance Trade in Nigeria".
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mendeskripsikan bagaimana daya saing, daya tahan dan daya juang
pasar tradisional dalam menghadapi ancaman kapitalisme, termasuk
di antaranya adalah pasar modern. Oleh karena itu terdapat mata rantai
yang luput dari perhatian penelitian sebelumnya, dan celah tersebut
yang kemudian diteliti untuk mengisi kekosongan pada penelitian
sebelumnya, yaitu tentang harmonisasi otoritas hukum dalam
pengelolaan Pasar Beringharjo Yogyakarta

E. Kerangka Teoritik

Terdapat tiga teori yang digunakan dalam mengembangkan
argumen, di antaranya adalah teori Pierre Bourdieu, teori otoritas
hukum, dan teori hukum transaksi ekonomi syariah. Teori Pierre
Bourdieu dan teori otoritas hukum merupakan teori utama. Sementara
teori hukum transaksi ekonomi syariah sebagai teori pendukung. Tiga
teori tersebut dijadikan sebagai pisau analisis dalam menjawab
pertanyaan penelitian ini.

1. Teori Pierre Bourdieu

Teori tentang arena, kapital, dan habitus yang dikemukakan
Pierre Bourdieu peneliti gunakan untuk merepresentasikan fenomena
yang ditemukan di lapangan. Selain konsep “arena, kapital, dan
habitus”, Pierre Bourdieu juga mengemukakan konsep “distinction,
kekuasaan simbolik, dan kekerasan simbolik” 8

a. Arena
Arena didefiniskan Bourdieu sebagali suatu arena sosial
yang di- dalamnya perjuangan atau manuver terjadi untuk
memperebutkan sumber atau pertaruhan dan akses terbatas.®?

Pasar Beringharjo sendiri memiliki multi fungsi, di satu sisi

sebagai tempat transaksi penjual dan pembeli, di sisi lain

berfungsi sebagai arena politik dan ekonomi yang dimainkan
oleh aktor-aktor. Para aktor/pihak tersebut memainkan perannya

81 Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-
Strukturalis, ed. Widiantoro (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), 35.

8 Richard Jenkins, Membaca Pikiran Pierre Bourdieu, ed. Hadi
Purwanto, Revisi. (Bantul: Kreasi Wacana, 2016), 124.



19

berdasarkan otoritas yang dimilikinya. Pertemuan tersebut
menciptakan interaksi sosial yang dapat menunjukan pihak yang
mendominasi atau terdominasi. Teori Pierre Bourdieu tentang
arena dalam hal ini dapat membantu peneliti dalam
mendeskripsikan bagaimana harmonisasi otoritas hukum
berdasarkan fenomena yang terjadi dengan apa adanya di
lapangan.

Bourdieu menyatakan mekanisme medan (arena) sebagai
berikut:

“(1) Medan-medan yang khusus dan terdiferensiasi
merupakan tempat terjadinya kumpulan pertarungan
simbolik dan strategi individu, (2) tujuan strategi dan
pertarungan tersebut adalah menghasilkan benda-benda
kultural, (3) nilai satu barang simbolis tergantung pada nilai
yang diberikan komunitas, (4) dalam banyak medan,
pertimbangan nilai ditentukan oleh jumlah model simbolik
yang dikumpulkan oleh produsen, (5) kemenangan dalam
sebuah pertarungan simbolik berarti bahwa benda-benda
simbolik yang dimiliki seseorang dinilai memiliki nilai
lebih dari pesaingnya, dan (6) buah kemenangan adalah hak
untuk memaksakan barang-barang benda simbolis yang
dimiliki seseorang pada medan sosial, yaitu melakukan
kekerasan simbolis dan ini mengandaikan persekongkolan
para sukjek dalam kekerasan semacam itu kepada para
‘konsumen’ dalam medan sosial.”®

Interaksi sosial yaitu cara mereproduksi  relasi-relasi
dominasi antar perorangan dan kelompok. Salah satu cara
tersebut yaitu dengan menentukan ‘budaya’. Budaya yang
dimenangkan umumnya merupakan budaya penguasa. Salah
satu strategi untuk mempertahankan dominasi dan sarana yaitu
dengan cara selalu membedakan diri apa yang dilakukan oleh
orang kebanyakan agar kapital yang lain dapat terakumulasikan.
Oleh karena itu, ideologi bakat dan selera budaya dijadikan
mitos yang menyembunyikan kepentingan-kepentingan mereka

8 Lubis, Postmodernisme: Teori dan Metode, 110.
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yang dalam posisi mendominasi. Strategi yang digunakan juga
beragam dan berdasarkan pada bentuk arenanya. Dengan
demikian, dominasi didapat berdasarkan kepemilikan kapital,
habitus dan strategi penempatan kapital.3

. Habitus

Teori habitus dalam disertasi ini bermaksud untuk
menjelaskan pola perilaku yang tanpa disadari telah menjadi
kebiasaan bagi padagang maupun pengelola Pasar Beringharjo.
Habitus, hubungan objektif antara dua objektivitas
memungkinkan hubungan yang dapat dipahami dan perlu
dibangun antara praktik dan situasi, yang maknanya dihasilkan
oleh habitus melalui kategori persepsi dan apresiasi yang
dengan sendirinya dihasilkan oleh kondisi sosial yang dapat
diamati.®

Pola perilaku tersebut berdasarkan seberapa banyak modal
yang dimiliki oleh para pihak dalam pengelolaan pasar. Dengan
demikian, habitus yaitu pola prilaku seseorang yang
membutuhkan dukungan kapital (modal) untuk mencapai
sebuah tujuan di arena tertentu.®® Bourdieu menyatakan:

“Habitus sebagai buah dari sejarah, habitus dapat
menghasilkan praktik-praktik, baik individu maupun
kolektif, sesuai dengan skema yang dikandung oleh
sejarah; ia menjamin kehadiran aktif pengalaman-
pengalaman masa lalu yang: diletakkan dalam setiap
organisme dalam bentuk skema persepsi, pemikiran dan
tindakan, terlebih semua aturan formal dan norma tersurat,
untuk- menjamin: kesesuaian . praktik-praktik sepanjang

waktu”.¥’

8 Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-

Strukturalis, 36.

8 Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of

Taste, Translated. (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1986),

101.

8 Salamah, “Pergumulan Ortodoksi Islam dan Budaya Jawa Menurut KH.

Ali Maksum,” 57-58.

87 Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-

Strukturalis., 40.
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Keseragaman habitus dibangun atas dasar kesamaan selera,
kepercayaan, opini politik, keyakinan filosofis, pakaian, dan
budaya.®® Teori habitus dalam hal ini peneliti gunakan untuk
menggambarkan keseragaman yang terdapat pada Pasar
Beringharjo Barat, Tengah dan Timur. Dalam hal ini, Bourdieu
mendefinisikan habitus sebagai hasil keterampilan yang
menjadi tindakan praktis (tidak harus selalu disadari) yang
kemudian diterjemahkan menjadi lingkungan sosial tertentu.®

Bourdieu merumuskan sebuah formulasi “[(habitus)
(capital)] + field = practice”.?® Haryatmoko menyatakan habitus
merupakan kerangka penafsiran untuk memahami dan menilai
realitas dan sekaligus penghasil praktik-praktik kehidupan yang
sesuai dengan struktur-struktur obyektif. Dengan demikian,
terdapat dua gerak yang timbal balik, yaitu struktur obyektif
yang dibatinkan; dan  gerak  subyektif  (persepsi,
pengelompokan, evaluasi) yang menyingkap hasil kebatinan
yang biasanya berupa nilai-nilai.*

Habitus dapat berbentuk etos kerja, yaitu prinsip-prinsip
atau nilai-nilai yang dipraktikkan, bentuk moral yang
diinteriorisasi dan tidak mengemuka dalam kesadaran, namun
mengatur perilaku sehari-hari. Contohnya, rajin, ulet, jujur,
cerdas, cekatan, dan murah hati.% Pernyataan tersebut akan
peneliti bawa untuk menjelaskan semangat etos kerja para pihak
yang terlibat dalam pengelolaan Pasar Beringharjo, yaitu
pemerintah dan masyarakat.

Bourdieu menyatakan konsep habitus tidak bisa dipisahkan
dari konsep arena perjuangan (champ). Konsep arena sendiri
menurut Bourdieu merupakan lahan perjuangan yang sangat

8 |bid., 40.

8 Ibid., 41-42.

% Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, 101.

91 Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-
Strukturalis.

%2 1bid., 42.
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menentukan posisi para pihak dalam masyarakat karena dalam
semua masyarakat ada yang menguasi dan dikuasai.®® Teori ini
dapat menuntun peneliti untuk menunjukkan dan menjelaskan
bahwa dalam pengelolaan Pasar Beringharjo terdapat pihak
yang menguasi maupun yang dikuasi berdasarkan pada modal
atau kapital yang dimiliki masing-masing pihak.

. Kapital sebagai modal kekuasaan

Teori ini peneliti gunakan untuk melihat bentuk modal dan
otoritas hukum yang dimiliki para pihak dalam pengelolaan
Pasar Beringharjo. Dengan demikian dapat terlihat pihak mana
yang dikuasi dan yang menguasai dalam sistem pengelolaan
Pasar Beringharjo, karena pada prinsipnya menurut Bourdieu
semua masyarakat, selalu ada yang menguasai dan yang
dikuasai. * Kapital berdasar teori Bourdieu dibagi menjadi
empat, yaitu kapital ekonomi, kapital budaya, kapital sosial,
kapital simbolik.*® Dominasi atas kekuasaan tersebut tergantung
pada keadaan, kapital, dan strategi pelaku.

“Kapital ekonomi merupakan sumber daya yang bisa

menjadi sarana produksi dan saranan finansial. Kapital

ekonomi merupakan kapital yang mudah dikonversi
dengan kapital-kapital yang lain. Kapital budaya dapat
berupa ijazah, pengetahuan, kode budaya, cara berbicara,
kemampuan menulis, cara pembawaan, cara bergaul yang
berperan dalam penentuan kedudukan sosial. Kapital sosial
merupakan jaringan hubungan sebagai sumber daya untuk
penentuan kedudukan sosial. Sementara kapital simbolik
adalah semua bentuk. pengakuan oleh kelompok secara
institusional * atau tidak. = Kapital simbolik dapat
menghasilkan kekuasaan simbolik yang membutuhkan
simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah,

9 |bid., 43.
9 |bid., 45.
% Haryatmoko, “Pierre Bordieu: Teori Arena,” KPG, last modified 2019,

accessed February 25, 2021, http://youtu.be/yrVYBRWJpHo.
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kantor prestise, gelar, status tinggi, nama keluarga
ternama.”%

Keempat kapital di atas peneliti gunakan untuk
menjelaskan  posisi dari masing-masing pihak dalam
pengelolaan Pasar Beringharjo. Haryatmoko dalam hal ini
menyatakan, dari empat macam Kkapital tersebut, kapital
ekonomi dan kapital budaya adalah yang menentukan dalam di
dalam memberi kriteria diferensisasi yang paling relevan bagi
lingkup masyarakat yang sudah mapan.®” Berdasarkan
kepemilikan modal, Bourdieu membagi masyarakat menjadi
tiga kelas sosial, yaitu kelas dominan, kelas borjuis, dan kelas
populer.®

Ciri dari kelas dominan yaitu memiliki banyak modal
ekonomi. Salah satu dari mereka adalah bos atau pemilik
perusahaan besar. Kelas borjuis bisa juga disebut kelas
menengah. Ciri yang tampak pada kelas ini adalah keinginan
untuk melakukan peniruan sebagaimana kelas dominan.
Sementara kelas populer ditandai dengan minimnya
kepemilikan modal, bahkan tidak memiliki keempat modal
tersebut. Nilai yang menyatukan mereka ialah sejumlah praktik
dan representasi yang menemukan makna dalam keunggulan
fisik dan penerimaan dominasi.*®

Teori kelas sosial sebagaimana dikemukaan Bourdieu di
atas, digunakan untuk mengklasifikasikan kelas sosial yang
terdapat pada Pasar Beringharjo. Salah satu hal yang
menunjukkan bahwa di Pasar Beringharjo terdapat kelas sosial
yaitu terbaginya pasar ke dalam tiga kelurahan yaitu, Pasar
Barat Beringharjo, Pasar Tengah Beringharjo, dan Pasar Timur
Beringharjo.

% Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-
Strukturalis, 45.

7 Ibid., 45.

% Haryatmoko, “Pierre Bordieu: Teori Arena.”

9 Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-
Strukturalis, 46-47.
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Strategi yang digunakan para pihak berdasarkan pada
besarnya kapital yang dimiliki dan juga struktur modal dalam
posisinya di lingkup sosial. Umumnya pihak yang berada pada
posisi dominan lebih memilih untuk mempertahankan.'®
Terdapat beberapa strategi dalam mempertahankan dan
mendapatkan berbagai bentuk modal sehingga reproduksi
budaya dapat terus berlanjut, di antaranya: ' (1) stategi
investasi biologis, strategi pewarisan dan strategi pendidikan,
(2) strategi investasi ekonomi,'%? dan (3) investasi simbolis.*%®

2. Teori otoritas hukum

Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana otoritas hukum
yang digunakan oleh pengelolaa Pasar Beringharjo dapat menciptakan
pasar yang baik, yaitu pasar yang dapat melindungi hajad hidup orang
banyak termasuk di antaranya adalah pedagang tradisional di Pasar
Beringharjo.

Otoritas hukum selayaknya dipegang oleh orang yang benar-
benar dapat memberikan perlindungan kepada orang banyak termasuk
memberikan perlindungan kepada pedagang tradisional. Otoritas
hukum juga memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan
bagi setiap warga masyarakat salah satunya yaitu adil dalam
memberikan penghidupan yang layak. Dalam sistem demokrasi
masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi
dan berpendapat selama tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku.

100 |bid., 51.

101 |bid., 52-53.

102 “Investasi ekonomi merupakan upaya untuk mempertahankan atau
menambah modal dari berbagai jenisnya, seperti hubungan sosial yang dapat
berguna dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hubungan-hubungan
sosial tersebut kemudian dijadikan kewajiban yang berkelanjutan dalam bentuk
pertukaran uang, kerjasama, menyediakan waktu, dan perkawinan.”

103 «“Strategi investasi simbolik adalah upaya untuk mempertahankan atau
meningkatkan adanya pengakuan sosial. Stategi ini bertujuan untuk
memproduksi persepsi dan penilaian yang mendukung kekhasannya, misal
pewarisan nama. Pewarisan nama keluarga dan bentuk kewibawaan menjadi
unsur utama modal simbolik.”
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Pemegang otoritas hukum yang baik yaitu tidak mengabaikan
kebebasan karena hubungan otoritas akan berubah menjadi sesuatu
yang lain jika berdasarkan pada paksaan dan bujukan. Jika hal tersebut
terjadi institusi akan menjadi fungsi kekuasaan dari pada otoritas.
Karena ketika negara menggunakan paksaan untuk memerintah maka
mereka tidak lagi didasarkan pada hubungan otoritas tetapi pada
manajemen kekuasaan.%*

Dalam ajaran Islam Allah merupakan pemangku kekuasaan
tertinggi. Kekuasaannya terepresentasikan dalam kalam alquran yang
merupakan kehendak Allah kepada ummatnya. Rasulullah merupakan
orang yang memiliki otoritas dalam menafsirkan alquran secara teks
dan konteks.!® Sedangkan dalam konteks bernegara pemegang
otoritas tertinggi ada pada pemegang kekuasaan, jika di daerah maka
otoritas  tertinggi ada pada kepala daerah  (Gubernur,
Bupati/Walikota).

Komponen penting dalam anatomi hukum Islam adalah al-
Hakim, yakni Tuhan sendiri yang sangat otoritatif dalam menentukan
segala bentuk rupa aturan buat manusia. Sepeninggal Rasulullah
sebagai utusan dan mediator antara Tuhan dengan umat manusia,
keberadaan nalar seringkali diperdebatkan indepedensinya untuk
mengakses seluruh ketentuan Tuhan. Untuk mengetahui hukum Tuhan
karena keterbatasan akal tetap memerlukan mediasi teks wahyu yang
telah difirmankan Allah melalui Rasul-Nya.'%

Konsep otoritas Islam dikembangkan oleh Abou EI Fadl
sebagaimana pernyataannya tentang doktrin kedaulatan Tuhan dan
kehendak Tuhan. Abou El Fadl dalam hal ini menyatakan bahwa
Tuhan adalah pemangku otoritas yang diutamakan, kemudian Nabi

104 Morselli Davide and Stefano Passini, “New Perspectives on the Study
of the Authority Relationship: Integrating Individual and Societal Level
Research,” Journal for the Theory of Social Behaviour 41, no. 3 (2011), 303.

105 Siregar, Otoritarianisme Hukum Islam: Kritik atas Hierarki Teks AL-
Kutub As-Sittah, 32.

106 Abu Yasid, Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam
Hingga Positivisme Hukum Barat (Yogyakarta: Saufa, 2016), 261.
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sebagai pemegang otoritas kedua setelah Tuhan. Adapun posisi para
ahli fikih sebagai pemangku otoritas setelah Nabi.'%’

Sepeninggal Rasulullah setiap kebijakan yang memiliki
legalitas hukum sebagaimana peraturan dan perundang-undangan
yang dibuat oleh negara wajib ditaati dengan sungguh-sungguh selama
kebijakan tersebut tidak melanggar ketentuan Islam. Termasuk di
antaranya peraturan tentang pengelolaan pasar tradisional di DIY,
sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa’ [4]: 59.1%®

Otoritas hukum sah diperoleh dari peraturan serta kebijakan
yang legal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Otoritas
merupakan keahlian dalam mempengaruhi orang lain untuk
melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang perintah, dan merupakan
sebuah bagian terpenting yang semestinya ada pada kekuasaan.
Kekuasaan tidak memiliki arti jika tidak didampingi oleh otoritas,
karena dengan otoritas suatu kebijakan dalam pemerintahan dapat
dilaksanakan dan memiliki daya tahan.'%°

Salah satu definisi otoritas dalam KBBI yaitu kekuasaan atau
wewenang yang resmi tujukan bagi lembaga atau institusi di
lingkungan masyarakat yang memberikan wewenang kepada para
pemangku Kkepentingan untuk dapat menjalankan fungsi yang
diembannya.’*® Dengan demikian otoritas hukum adalah kekuasaan
hukum sah yang dimiliki seseorang/badan/lembaga dan wajib ditaati
jika tidak berseberangan atau bertentangan dengan makna yang
terkandung dalam agama Islam dan kebijakan pemerintah.

Weber memiliki sikap nasionalisme yang membawanya untuk
memposisikan bangsa di-atas semua hal, sebagaimana pernyataannya
bahwa “kepentingan-kepentingan vital bangsa, tentu saja melampaui
demokrasi dan parlementarianisme”. Atas dasar ini kemudian Weber
mulai menganalisis bangun-bangun otoritas dengan persisten melalui

W07 Kutbuddin Aibak, “Otoritas Dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran
Khaled M. Abou El Fadl)”, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 298-299.

108 Muhammadong, Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam
(Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), 28.

109 SF Marbun, “Pemerintah Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas,”
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 3, no. 6 (1996), 28.

110 «“No Titl,” accessed August 8, 2019, http://kbbi.web.id/otoritas.
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praduganya dalam memaknai hakikat suatu tindakan. Menurutnya
terdapat tiga dasar yang melatarbelakangi keabsahan otoritas, di
antaranya legal-rasional, tradisonal, dan karismatik.''! Berdasarkan
hasil penelitian tipe otoritas karismatik dinilai lebih disukai dari pada
tipe otoritas rasional dan tradisional.**?

Definisi yang memiliki hubungan dengan kekuasaan adalah
otoritas/wewenang dan legitimasi/keabsahan. Salah satu ciri suatu
negara yaitu kekuasaannya mempunyai otoritas/wewenang.**?

Dalam konteks good governance, otoritas hukum sangat
diperlukan dan harus ada untuk menjaga kestabilan dan mempertahan
keberadaan negara. Adapun kajian good gavernance dalam hukum
Islam diletakkan sebagai pasangan komunikasi yang berperan dalam
fakta sosial. Dalam hal ini negara dapat menciptakan masyarakat
madani dalam mencapai pemerintahan yang indah dan bebas korupsi,
yaitu dengan melaksanakan prinsip ketulusan, transparansi dan
konsisten menuju kemaslahatan bersama.'*

Menurut definisi good dalam kata good governance terdapat dua
pengertian antara lain: (1) nilai yang mengedepankan
keinginan/kehendak masyarakat dan nilai yang mampu menjembatani
kepiawaian masyarakat menuju tujuan bersama, kemandirian dalam
pembangunan yang berkesinambungan dan pemerataan masyarakat,
dan (2) bidang fungsional pemerintahan yang berdaya guna dalam
melakukan wewenangnya untuk menciptakan tujuan bersama.'*®

11 Goerge Ritzer, Teori Sosiologi: Dari Teori Klasik Sampai
Perkembangan Terakhir Postmodern, 8th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2012), 219-220.

112 Maja Vukadinovi¢ and Biljana Ratkovi¢ Njegovan, “Relationship
between the Types of Authority and Authoritarianism,” Skola biznisa 4, no. UDC
316.462-053.81:303.62 (2011), 13.

113 Moh. Asy’ari Muthhar, The Ideal State: Perspektif Al-Farabi Tentang
Konsep Negara ldeal (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 63.

114 Ahmad Zayyadi, “Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam
Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Pertingkatan Norma),” Al-Manahij
X1, no. 1 (2017), 29.

115 M. Hasan Ubaidillah, “Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan
Good Governance di Indonesia,” Al-Qanin 11, no. 1 (2008), 116.
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Pada dasarnya dalam pandangan fikih belum ditemukan
rumusan baku tentang hakikat good governance (pemerintahan yang
baik). Akan tetapi terdapat ayat alquran yang mengindikasikan adanya
pembahasan tentang good governance dalam syariat Islam, yaitu
dalam Q.S Al-Hajj [22]: 41.1¢

Artinya: “(yaitu) orang-orang Yyang jika Kami teguhkan

kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan

sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan
mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah-lah
kembali segala urusan.”

Pada ayat tersebut terdapat perintah untuk melaksanakan
pemerintahan yang dapat mewujudkan kemaslahatan bersama (good
governance), vaitu sebuah perintah untuk senantiasa mengajak
berbuat baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Dalam hal
pengelolaan Pasar Beringharjo misalnya perintah untuk berbuat baik
kepada pedagang adalah suatu kewajiban agar tercipta kesejahteraan
yang merata sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila.

Badan Program Pembangunan PBB atau “United Nations
Development Program (UNDP)” mengatakan agar tercipta
pemerintahan yang menjunjung tinggi kemaslahatan (good
governance) perlu  mengimplementasikan  pedoman  yang
bersandarkan kepada sembilan pedoman dasar antara lain
keikutsertaan,  kaidah - hukum, keterbukaan, . daya respon,
mengedepankan konsensus, berlaku adil, hemat waktu dan berdaya
guna, bertanggung jawan dan memiliki visi yang mumpuni.tt’

3. Teori hukum transaksi ekonomi syariah
Universalisme Islam pada dalam bernegara ditunjukkan oleh
Rasulullah melalui piagam Madinah, yaitu dengan melindungi warga
Madinah. Peristiwa ini bermula dari peristiwa hijrah yang menjadi

116 Muhammadong, Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam,
211.
117 1bid., 100-102.
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awal peletakan dasar-dasar kehidupan universal dalam Islam.!8

Keumuman penjelasan alquran merupakan sarana bagi manusia untuk
memanfaatkan akalnya dalam berpikir lebih jauh lagi melalui lembaga
ijtihad yang disesuaikan dengan konteks tempat dan zaman.
Konsekuensi universalitas alquran membuat ajaran Islam sangat
lentur/fleksibel, dan dapat diperbaharui mengikuti perkembangan
kehidupan manusia di seluruh dunia.t*®
Salah satu bukti dari universalitas Islam yaitu, Tuhan dari Islam
adalah Tuhan untuk semesta alam, sebagaimana tercantum dalam Q.S
al Fatihah, yaitu “Segala puji adalah bagi Allah, Tuhan semesta
alam”.*?° Pada sisi hukum, universal Islam ditunjukkan oleh prinsip-
prinsip hukum yang dimiliknya. Dalam hal ini hukum Islam
memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap orang tanpa
adanya diskriminasi. Adapun ciri-ciri keuniversalan Islam antara
lain:?!
“Agama Allah (Agama Islam bersumber dari Allah, berupa
wahyu langsung (alguran); mencakup aspek seluruh kehidupan,
baik individu, masyarakat, dan bernegara; berlaku untuk semua
umat sampai akhir zaman; sesuai dengan fitrah manusia;
menempatkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya; menjaga
rahmat bagi alam semesta; berorientasi kedepan tanpa

melupakan masa kini; dan menjanjikan al-Jaza’ (hari
pembalasan)”.

Ciri khas hukum Islam di antaranya hukum berdasarkan kepada
wahyu oleh karena itu hukum Islam bebas dari intervensi manusia.
Kedua, karakteristik yang. dimiliki- oleh —hukum . Islam bersifat

118 Hardika Saputra, Universalisme Islam dalam Peradaban Islam Klasik
dan Modern, 2018, 9-10.

119 |bid., 11.

120 Mahmudi, “Islam Sebagai Agama Universal-Humanistik,” in Annual
Conference on Community Engagement (Surabaya, 2018), 473.

121 saputra, Universalisme Islam dalam Peradaban Islam Klasik dan
Modern, 3.
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universal, artinya hukum Islam itu tidak hanya diperuntukkan bagi
segolongan atau bangsa tertentu saja.'??

Keumuman dan fleksibilitas ajaran Islam menjadikannya
mudah ditempatkan dalam sektor manapun termasuk sektor ekonomi.
Dalam hal pengelolaan Pasar Beringharjo, teori hukum transaksi
ekonomi syariah dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa dalam
transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo juga terdapat nilai-nilai Islam,
baik yang terserap dalam bentuk budaya maupun dalam kehidupan
keseharian pasar. Dengan demikian Islam akan mudah diterima oleh
kalangan manapun tanpa mereka sadari.

Fleksibelitas ajaran Islam sebagaimana paparan tersebut di atas
berada pada ranah muamalah, sehingga dapat bertransformasi untuk
menjawab berbagai kebutuhan termasuk bidang ekonomi selama tidak
ada dalil yang melarang. Namun terdapat beberapa ranah yang tidak
dapat berubah di antaranya agidah, ibadah, akhlak, dan syariah.*?

Aktivitas ekonomi Islam yang meliputi produksi, konsumsi,
distribusi dan saving/tabungan adalah suatu kegiatan ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan yang umum
dilakukan adalah berkenaan dengan transaksi, yaitu cara untuk
melakukan cara kerja pertukaran dan salah satu cara kerja pertukaran
yaitu jual beli.*?

Pelaku transaksi dalam jual beli memiliki hak untuk memilih
meneruskan atau membatalkan. Oleh karena itu dalam transaksi tidak
boleh dilakukan secara terpaksa. Jika terdapat unsur paksaan maka
transaksi menjadi tidak sah sebagaimana firman Allah dalam alquran
surat al-Nisa [4]: 29.1%° Hal demikian juga diatur dalam Pasal 1320
KUH Perdata, yaitu memuat Kesepakatan para pihak (asas
konsensual), kecakapan bertindak dari para pihak, adanya objek

122 Musnad Rozin, “Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial,”
Istinbath Jurnal Hukum 13, no. 2 (2016), 304.

123 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid: Mencari Metode Aplikasi Nilai-
Nilai Al-Qu 'ran Pada Masa Kini (Yogyakarta: IRCiSod, 2018), 9.

124 Abdur Rohman, “Menyoal Filosofi ‘An Taradin pada Akad Jual Beli
(Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli),” Et-Tijarie 3, no.
2 (2016), 42.

125 1hid., 35.
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tertentu, dan mempunyai kausa yang halal. Dianggap tidak ada
kesepakatan jika didalamnya terdapat paksaan (dwang), kekhilafan
(dwaling), maupun penipuan (bedrog).?

Islam mengatur praktek perekonomian termasuk juga dalam
bertransaksi yang tertuang dalam alquran dan hadis, di antaranya®?’ (1)
larangan melakukan kegiatan yang mengandung unsur riba,
sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Imron [3]: 130; (2) larangan
menggunakan cara yang batil atau salah, sebagaimana firman Allah
dalam Q.S An Nisa [4] : 29; (3) larangan menggunakan cara yang
zalim; (4) larangan memainkan timbangan, takaran, kehalalan, dan
kualitas, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Muthaffifin [83]: 1-
3; (5) larangan bermain judi/berspekulasi; dan (6) larangan melakukan
transaksi barang-barang yang haram.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam disertasi ini meliputi tahapan dan cara

apa yang peneliti lakukan untuk mencapai tujuan penelitian.?®
1. Jenis penelitian

Disertasi ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di
Pasar Beringharjo Yogyakarta dengan pendekatan fenomenologi.
Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menyelami makna suatu
peritiwa, fenomena yang terjadi dan hubungan antar pihak pada
pengelolaan Pasar Beringharjo.!

126 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia:
Konsep, Regulasi, dan Implementasi (Yogyakarta: Ghajah Mada University
Press, 2010), 7.

127 Nandy, “Prinsip dan Praktik Ekonomi Islam,” Gramedia Blog, last
modified 2021, accessed July 12, 2021,
https://www.gramedia.com/literasi/prinsip-dan-praktik-ekonomi-
islam/#135_Sewa-menyewa.

128 Amir Hamzah, Metode Penelitian Fenomenologi: Kajian Filsafat dan
IImu Pengetahuan (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 4.

129 Fatchan, Metode Penelitian Kualitatif: Beserta Contoh Proposal
Skripsi, Tesis dan Disertasi, ed. HM. Suko Susilo, 2nd ed. (Surabaya: Jenggala
Pustaka Utama, 2011), 130.
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2. Tempat dan sumber data penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Beringharjo, yang meliputi
Pasar Beringharjo Barat, Tengah, dan Timur. Narasumber dalam
penelitian ini merupakan perwakilan dari Disperindag Kota
Yogyakarta, Pihak Keraton dan paguyuban pedagang di Pasar
Beringharjo. Pemilihan informan tersebut berdasarkan pada otoritas
mereka dalam pengelola Pasar Beringharjo.

Nara sumber dari Disperindag Kota Yogyakarta terdiri dari
Kepala Seksi Pengembangan Pasar Disperindag Kota Yogyakarta,
bidang penataan lahan pasar, bidang sarana dan prasarana pasar dan
tiga orang lurah pasar. Lurah pasar tersebut antara lain lurah Pasar
Barat Beringharjo, lurah Pasar Tengah Beringharjo dan lurah Pasar
Timur Beringharjo. Narasumber tersebut dipilih berdasarkan
rekomendasi dari Disperindag Kota Yogyakarta. Pada awalnya
peneliti hanya mewawancarai Kepala Seksi Pengembangan Pasar
Disperindag Kota Yogyakarta, namun ketika di perjalanan penelitian
narasumber menggelinding seperti bola salju, terus bertambah sampai
data jenuh.

Demikian halnya dengan narasumber dari paguyuban pedagang
di Pasar Beringharjo. Terdapat tiga narasumber dari Paguyuban
Pedagang Pasar Beringharjo yang peneliti jadikan sumber data dalam
penelitian ini, antara lain Paguyuban Ayem Tentrem, Paguyuban
Pedagang Tradisional (PETRA) dan Pedagang Pelataran (PAPELA).
Sementara narasumber dari Keraton hanya satu orang yaitu KRT
Jatiningrat atau yang biasa disapa dengan sebutan Romo Tirun.

Peneliti ‘memanfaatkan situs http://jdih.jogjakota.go.id untuk
mendapatkan data tentang peraturan yang menjadi dasar hukum para
pemangku otoritas tersebut dalam melaksanakan kewajibannya. Juga
referensi-referensi yang terdapat pada buku dan dokumen yang
mendukung teori dalam disertasi ini, seperti buku tentang sejarah
pengelolaan Pasar Beringharjo dan buku-buku serta dokumen-
dokumen pendukung lainnya.


http://jdih.jogjakota.go.id/
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3. Metode atau teknik pengumpulan data
Metode dan cara menghimpun data dalam penelitian ini peneliti
bagi menjadi tiga, antara lain:
a. Observasi

Peneliti melakukan observasi di beberapa titik pasar, yaitu
Pasar Beringharjo Timur, Pasar Beringharjo Tengah dan Pasar
Beringharjo Barat, dan Pusat Perbelanjaan Pasar Beringharjo
(Metro). Observasi tersebut fokus pada sistem pengelolaan dan
transaksi ekonomi Pasar Beringharjo. Observasi pengelolaan
pasar fokus pada bagaimana penggunaan dan perawatan fisik
serta prasarana pasar, keamanan dan kenyamanan pasar,
pembenahan dan pengaturan serta perlindungan pasar,
penertiban dan pengarahan serta perlindungan pedagang pasar,
pengawasan aktivitas ekonomi pasar dan pengelolaan kawasan
pasar.

Peneliti melakukan observasi ketika pasar mulai
melakukan transaksi ekonomi yaitu sejak dini hari hingga
malam hari. Hal tersebut peneliti lakukan untuk mengetahui
bagaimana sistem transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo.
Peneliti tidak membuat jadwal observasi secara khusus
melainkan melakukannya dengan datang langsung ke tempat
lokasi sebagaimana kebutuhan peneliti. Misal di Pasar
Beringharjo Timur, observasi dilakukan sejak dini hari bahkan
hingga sore hari. Pada Pasar Barat dan Pasar Baringharjo
Tengah observasi dilakukan dari pagi sampai sore bahkan
hingga malam hari. Hal tersebut dilakukan berdasarkan jam
aktivitas  pasar ~ sembari melihat bagaimana  sistem
pengelolaannya di lapangan.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada para pihak yang
berperan serta dalam pengelolaan Pasar Beringharjo, antara lain
KRT Jatiningrat atau yang sering dipanggil Romo Tirun di
Keraton Yogyakarta, Kepala Seksi Pengembangan Pasar
Disperindag Kota Yogyakarta, bidang penataan lahan pasar,
bidang sarana dan prasarana pasar dan tiga orang lurah pasar,
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Paguyuban Ayem Tentrem, Paguyuban PETRA (Pedagang
Tradisional), dan PAPELA (Pedagang Pelataran).

Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu
melakukan temu janji kepada narasumber. Umumnya peneliti
menggunakan fasilitas Whatsapp untuk berkomunikasi dengan
narasumber termasuk dalam membuat temu janji. Setelah
waktunya disepakati peneliti menemui nara sumber untuk
melakukan wawancara. Dalam hal ini peneliti berusaha datang
lebih awal dari yang dijanjikan sehingga peneliti bisa melihat
fenomena yang terjadi ketika itu. Penelitian ini menggunakan
metode interview tidak terstruktur yaitu interview yang lebih
luwes tanpa memanfaatkan pedoman dan hanya berupa garis
besar permasalah saja yang akan ditanyakan®3°.

. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto
aktivitas di Pasar Beringhajo atau video-video dokumentasi
ketika berada di Pasar Beringharjo, juga dokumen-dokumen lain
yang memiliki hubungan dengan penelitian. Dokumentasi
tersebut kemudian dihimpun sebagai data penelitian di Pasar
Beringharjo. Selain itu juga menghimpun beberapa informasi
dari media cetak seperti buku, majalah maupun koran yang
pantas dengan riset yang peneliti laksanakan. Termasuk di
antaranya regulasi yang dihimpun melalui situs resmi di
http://perindag.jogjakota.go.id dan baghukum.jogjakota.go.id,
juga beberapa sumber sejarah Pasar Beringharjo seperti di buku-
buku maupun-media online.

Metode analisis data
Peneliti melihat fenomena harmonisasi otoritas hukum dalam

pengelolaan Pasar Beringharjo ada pada data bukan pemikiran. Dalam
hal ini peneliti mengeluarkan semua imajinasi dan keyakinan pribadi
serta perasaan ketika mengamati objek penelitian. Adapun teknik
analisis data yang peneliti gunakan antara lain:

130 |bid., 87-88.
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a. Reduksi data
Dari beberapa data yang terkumpul dalam proses penelitian
di Pasar Beringharjo tidak semua data akan dimuat melainkan
akan terlebih dahulu dilakukan reduksi data. Di sini tempat
pemilahan/seleksi data atau informasi yang peneliti dapat ketika
berada di lapangan, kemudian mengambil data yang peneliti
anggap penting.
b. Penyajian data
Setelah melaksanakan tahapan reduksi/seleksi data, peneliti
memaparkankan data sesuai dengan fakta lapangan tanpa
melakukan intervensi apapun. Hal ini peneliti lakukan agar data
sama persis dengan gejala/fenomena yang terlihat di lokasi
penelitian.
c. Verifikasi atau validasi data
Peneliti akan melakukan validasi data setelah
melaksanakan  seleksi data/informasi dan  pemaparan
data/informasi. Peneliti menggunakan triangulasi data sebelum
memverifikasi atau validasi data, agar informasi yang diperoleh
di lapangan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat
dalam penelitian ini. Mereka adalah narasumber yang bukan
termasuk narasumber inti, antara lain pedagang-pedagang yang
berjualan di Barat, Tengah dan Timur Pasar Beringharjo yang
peneliti ambil berdasarkan sistem acak.

G. Sistematika dan Pembahasan

Urutan dan pengkajian dalam disertasi ini dirangkai menjadi
tujuh bab. Bab | memuat latar belakang penelitian, dan pada latar
belakang penelitian peneliti memaparkan perdebatan akademik
tentang otoritas hukum dalam pengelolaan pasar Beringharjo
berdasarkan fakta di lapangan dan penelusuran jurnal-jurnal penelitian
yang ikut memperdebatkan kajian yang akan diteliti.

Rumusan masalah merupakan batasan masalah yang akan
ditulis berdasarkan permasalahan penelitian. Telaah pustaka memuat
riset-riset terdahulu yang mirip dengan kajian penelitian sehingga
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dapat menghindari adanya unsur plagiasi. Adapun teori yang
digunakan ditulis dalam kerangka teoritik. Metode penelitian sangat
diperlukan agar riset ini berjalan sehingga selesai pada waktunya.
Selain itu sistematika pembahasan juga sangat membantu peneliti
dalam penulisan disertasi agar tidak melenceng dari tujuan penelitian
dan tertata dengan rapi.

Peneliti menuliskan pembangunan pasar tradisional di
Indonesia dalam menghadapi arus modernisasi di Bab Il. Bab ini
memberikan gambaran secara umum, terdiri dari empat sub bab yaitu
pengantar tentang pasar tradisional di Indonesia, kemudian pada sub
bab dua tentang Pasar Beringharjo dan eksistensinya. Sub bab ketiga
menjelaskan model pengelolaan Pasar Beringharjo, dan sub bab
keempat menguraikan penerapan pilar pasar dalam pengelolaan Pasar
Beringharjo. Penulisan bab dua bertujuan untuk memberikan
informasi sekilas tentang pasar tradisional pada umumnya dan Pasar
Beringharjo khususnya.

Di Bab 111 peneliti menuliskan tentang ketentuan hukum dalam
pengelolaan pasar dan transaksi ekonomi yang terdiri dari tiga sub bab.
Sub bab pertama menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam
pengelolaan Pasar Beringharjo dan sub bab kedua tentang regulasi
yang memiliki keterkaitan dengan pasar tradisional. Sub bab ketiga
menjelaskan tentang ketentuan hukum dalam transaksi ekonomi
syariah baik menurut hukum KUHPerdata maupun hukum Islam.

Bab IV adalah bab yang membahas tentang otoritas hukum
dalam pengelolaan Pasar Beringharjo yang lebih difokuskan kepada
sinergisitas Disperindag Kota Yogyakarta dan Keraton. Bab ini terdiri
dari tiga sub bab, yang meliputi regulasi yang berhubungan dengan
pengelolaan pasar Beringharjo, sinergisitas Disperindag Kota
Yogyakarta dan Keraton dalam pengelolaan Pasar Beringahrjo dan
peran masyarakat dalam pengelolaan Pasar Beringharjo

Bab V membahas tentang otoritas hukum dalam transaksi
ekonomi dalam pengelolaan Pasar Beringharjo. Bab ini akan lebih
fokus pada persoalan hukum ekonomi syariah dan kearifan lokal yang
terdiri dari dua sub bab pembahasan yaitu dominasi hukum ekonomi
syariah dalam transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo dan kearifan
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lokal dalam sistem transaksi ekonomi di Pasar Beringaharjo. Pada sub
bab tersebut digali nilai-nilai hukum Islam yang terdapat dalam
kearifan lokal di Pasar Beringharjo.

Peneliti membahas harmonisasi hukum dalam pengelolaan
Pasar Beringharjo pada Bab VI. Bab ini terdiri dari dua sub bab
pembahasan yakni faktor harmonisasi hukum dalam pengelolaan
Pasar Beringahrjo dan harmonisasi hukum dalam pengelolaan dan
transaksi ekonomi di Pasar Beringharjo.

Bab VII merupakan pembahasan terakhir pada disertasi ini.
Terdapat dua pembahasan yaitu kesimpulan dan juga saran.
Kesimpulan merupakan hasil analisis terhadap kajian-kajian dalam
penelitian yang merupakan jawaban singkat atas pertanyaan
penelitian, termasuk di antaranya kebaharuan juga temuan-temuan
penelitian. Sedangkan pada pembahasan saran, merupakan sub
pembahasan terakhir dalam penelitian ini.
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BAB VII
PENUTUP

Pembahasan pada bab V11 disertasi ini berisikan kesimpulan dan
saran terhadap pengelolaan Pasar Beringharjo Yogyakarta.

A. Kesimpulan

Dari paparan yang disajikan dalam beberapa bagian di atas,
peneliti menyampaikan beberapa kesimpulan pertama, bahwa Pasar
Beringharjo yang telah berdiri sejak tahun 1758 masih mampu
mempertahankan keberadaannya sampai sekarang. Eksistensi Pasar
Beringharjo tidak lepas dari sistem budaya dan sistem ekonomi yang
menyertainya yang merupakan salah satu modal sosial yang dapat
ditunjukkan melalui beberapa hal, di antaranya perputaran modal dan
barang yang terdapat di Pasar Beringharjo, jumlah pengunjung yang
sangat tinggi, sistem transaksi yang diterapkan pada Pasar
Beringharjo, dan modernisasi dalam pelayanan. Keempat faktor
tersebut dapat menunjukkan bahwa Pasar Beringharjo memiliki daya
saing terhadap pasar modern.

Kedua, pengelolaan Pasar Beringharjo menerapkan model
beringin, yaitu model pengelolaan pasar yang mengintegrasikan nilai-
nilai agama, sosial, kearifan lokal, ekonomi, pendidikan, pariwisata
dan kemitraan dalam sistem pengelolaannya. Penerapan model
beringin merupakan upaya pengelola Pasar Beringharjo dalam
menghadapi arus modernisasi. Dengan demikian, Pasar Beringharjo
merupakan  model pasar ~ postmodernisme  yang  mampu
mengintegrasikan konsep modern tanpa menghilangkan jati dirinya
sebagai pasar tradisional. Kemampuan tersebut ditunjukkan dalam
mengintegrasikan kelas sosial pasar, menjaga kearifan lokal, menjalin
kemitraan dengan stakeholders dan penerapan nilai-nilai agama
sebagai kontrol dalam aktivitas ekonomi dan pengelolaan pasar.

Ketiga, pengelola Pasar Beringharjo mencatat bahwa dalam
proses menuju perkembangan Pasar Beringharjo hingga saat ini tidak
lepas dari peran beberapa aktor, di antaranya pemerintah dan
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masyarakat. Pemerintah diwakili oleh Disperindag Kota Yogyakarta
dan Keraton, sementara masyarakat diwakili oleh paguyuban Pasar
Beringharjo. Keraton merupakan pemilik lahan atas Pasar Beringharjo
sehingga tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan pasar,
namun memiliki pengaruh yang kuat dalam membangun tata nilai dan
kebudayaan yang berkembang. Disperindag Kota Yogyakarta
merupakan pihak yang paling dominan dalam pengelolaan Pasar
Beringharjo didukung oleh regulasi. Dalam memaksimalkan
perannya, Disperindag bermitra dengan paguyuban pedagang Pasar
Beringharjo, oleh karena itu para pihak tersebut dapat dikatakan
memiliki hubungan simbiosis mutualisme yaitu hubungan yang saling
terkait dan saling menguntungkan bagi para pihak khususnya dalam
pengelolaan Pasar Beringharjo.

Keempat, terdapat tiga hukum yang berperan dalam proses
transaksi ekonomi Pasar Beringharjo yaitu hukum negara, lokal dan
ekonomi syariah. Keberadaan hukum Islam dapat dilihat dari
kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di Pasar Beringharjo terutama yang
berhubungan dengan transaksi jual beli dan etika bisnis. Beberapa
unsur kearifan lokal juga mencerminkan bahwa hukum Islam ada
dalam pengelolaan Pasar Beringharjo, di antaranya konsep nerimo ing
pandum yang identik dengan konsep tawakal dalam Islam. Sebagian
besar konsep-konsep kearifan lokal tersebut merupakan pengaruh dari
budaya Keraton. Hukum negara hadir dalam sistem pengelolaan ketika
diadopsi oleh pengelola Pasar Beringharjo. Dengan demikian terdapat
harmonisasi hukum dalam sistem pengelolaan dan transaksi ekonomi
di Pasar Beringharjo yang disebabkan oleh heterogenitas pelaku pasar
dan tuntutan atas perubahan sistem ekonomi dari masa ke masa.

B. Saran

Harmonisasi otoritas hukum dalam pengelolaan Pasar
Beringharjo yang peneliti tulis dalam penelitian ini merupakan hasil
dari pengamatan peneliti ketika berada di lapangan. Peneliti
menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menjawab semua
pertanyaan  penelitian.  Keterbatasan  pengetahuan  peneliti
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memungkinkan ada hal-hal yang terlewatkan dari pengamatan dan
analisis peneliti sehingga belum tersampaikan dalam disertasi ini.
Oleh sebab itu peneliti memperkenankan dengan senang hati kepada
pembaca untuk memberikan masukan, kritik yang membangun untuk
perbaikan selanjutnya.

Dari segi akademik penelitian ini perlu dikembangkan lebih
khusus lagi terutama yang berhubungan dengan pola pergerakan para
pemangku otoritas dalam pengelolaan dan dampaknya bagi pedagang
di Pasar Beringharjo. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi
pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan dalam pengelolaan
pasar, terutama yang berhubungan dengan kepentingan publik
khususnya bagi perkembangan Pasar Beringharjo. Namun melalui
referensi penelitian ini saja belum bisa dikatakan cukup, sehingga
perlu dikomparasikan lagi dengan penelitian lain yang relevan.
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